
 

BUPATI LAMPUNGBARAT  

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR 13 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR 30 TAHUN 2014 

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan 
pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten 
Lampung Barat maka perlu diberikan kewenangan yang 
lebih kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan 
Penanaman Modal sehingga Peraturan Bupati Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan 

Penanaman Modal perlu direvisi; 

b.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tenteng Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan Penanaman Modal; 

Mengingat 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaranan Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaranan Negara 

Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 nomor 133, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat (Lembaranan Negara Republik Indonesia Tahun 

1991 Nomor 64, Tambahan Lembaranan Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan tidak sehat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3817); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaranan Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaranan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5657); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3718); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang 
Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang 
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan 
Persyaratan dibidang Penanaman Modal; 

19. Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman 
Modal; 

20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka Dengan Persyaratan dibidang Penanaman 
Modal; 

21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 

22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan 
Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dibidang Penanaman Modal; 

23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi, 
Kabupaten/Kota; 

24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara 
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 

2013; 



26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013; 

MEMUTUSKAN : 

Mentapakan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN DAN 

TATA CARA PERIZINAN PENANAMAN MODAL. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal (Berita 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 30) dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa 

pada tanggal 25 Februari 2015 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

MUKHLIS BASRI 

Diundangkan di Liwa 

pada tanggal 25 Februari 2015 

SEKERTARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

NIRLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 14 


